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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun dapat terselesaikan. Renja 2022 ini
merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022.

Penyusunan Renja ini mengacu pada prioritas kebutuhan yang berdasar kepada hasil
pelaksanaan tahun sebelumnya, penyandingan dengan hasil musrenbang serta dari Bappeda,
usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi, proposal kelurahan, serta
keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Cimahi tahun 2017-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun akan digunakan sebagai
acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun Anggaran 2022 serta untuk meninjau kembali hasil pelaksanaan Rencana Kerja
tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi
institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan
tersusunnya Renja 2022 ini adalah menjadi pedoman pedoman untuk pelaksanaan kegiatan
di tahun 2022 serta acuan untuk pembangunan di tahun selanjutnya, kami berharap yang
dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana. Terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI

g

Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

Doz }D&d’zozjﬂ‘ﬁn Urnisrn don Pervoilmon .“'&344‘»-.;5 i



Renja 2022

DAFTAR ISI

Halaman
R BRI it sy s s B TR S e e i e i
[ 5 7= g O RRRST ii
BT TRBE) et sl i s s esr st ifi
BAB I PENDAHULUAN ....ooiiiriiiiiiiinieniniieeeenee s ssnnsers s snssns e sensneessssnneees 1
1.1, Latar Belakang .........ccoiernirernennensessenesssiereensasssrssssesnssssses 1
1.2, Landasan HuKUM ..o cce s neaan e 4
1.3. Maksud dan TURIBN saosssimmsrmiseimsismmmsmmmrermrrstssasasons 6
1.4 SEEMEHKA PENtISON wssmsissmmssisnisiiiiiimismhmmmnnns 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU woovvevrereeennnn, 9

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.............ccccocoevnennnn. 9
2.1.1.  Faktor-faktor Penyebab ..........cccceveeercvicnnrirnrininins 16

2.1.2. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor

VBEIVOIIRAD. cooisininensiaiinsisnninmms xbmtimbt i ksd knmnasmemmumniibs 17
2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....................... 17
2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20

Perangkat Darah ........cccvviiiiiiniiiiiieiiieeieeccssesseseeseeeens
2.4. Review terhadap Rancangan AWal RKPD ........c.coeevvvvnnnnnns 22
2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 23
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ...covvevereeeeeeeeerinnns 27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ......... 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi .......... 32
3.3. Program dan Kegiatan ............ccevruiieeeieicerreersssisssnennenns 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............. 37
BAB V PERNUTUP (oo sommmimmiamiminissmsmmmnmmmnenremmmmsmnexssnsvasssasa st 43

Pinos Pelee jaor. Umunm don Penclaan .}3.‘.:-‘4«-4 ii



Renjd 2022

Gambar 1.1
Tabel 2.1

Tabel 2.2
Tabel 2.4.1
Tabel 2.4.2
Tabel 2.5
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 4.1

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah................
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan
BN 20200......c0rsnessresmnssssmmamramesessesssansemsmsrmsnsammestammmse s s s o
Pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi..........ccccooevcnicninicnnnnns
Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD...................
Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD...................
Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2022............cccocve.
Tultian 1 KEbiNaMalgaan ..o w inawmnnmmmssmmmmmmnsiamsi
Tujuan 2 Bidang Tata Bangunan dan Jasa KonstrukSi .....cccoveieneee.
Tujuan 3 Tata Ruang Kota Cimahi .........cocviininiinnnnnnnnn,
Tujuan Kesekretariatan Dinas PUPR Kota Cimahi ............cccevvvviinnes
Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Cimahi
tahun 2022 dan Prakiraan maju tahun 2023.............ccoiiiiiiiiiinnnn

Halaman

10
20
22
23
26
34
34
35
36

38

@W«_ﬂw ‘fDE»A'A.‘/ijl‘ﬂt-ﬂA‘-.- vi?-‘fmwns- dean Pbﬁtﬁ—’?‘."-"(‘#‘b ;“?:41—2&\...53



Renja 2022

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan
berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan
pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara
berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan
aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Di Kota Cimahi pemanfaatan ruang dan ketersediaan insfratuktur kota sangat
dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kota Cimahi yang sangat pesat dan kegiatan
ekonominya. Luas wilayah kota yang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi
mengakibatkan sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang belum dapat
dilaksanakan secara efektif seperti terjadinya perubahan fungsi ruang di beberapa
lokasi dan belum dipatuhinya persyaratan teknis pemanfaatan ruang, peran serta dan
kesadaran masyarakat pun masih perlu ditingkatkan di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur jalan saat ini disamping memiliki kapasitas yang terbatas
diakibatkan oleh rasio pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan yang tidak
seimbang. Belum mantapnya insfratuktur jalan pada dasarnya disebabkan antara lain
oleh belum terintegrasinya perencanaan infrastruktur secara keseluruhan.

Adanya perbedaan status kewenangan jalan nasional, propinsi maupun kota
mengakibatkan perbaikan jalan di Kota Cimahi tidak dapat dilakukan secara bersamaan
sehingga terkesan kondisi jalan di Kota Cimahi belum mantap. Disamping itu kesadaran
masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama di dalam peran serta penyediaan lahan
untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru serta pemeliharaan drainase jalan.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan
pemerintahan dan pembangunan, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan
sinergi yang lebih bersifat partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Pembangunan bersifat partisipatif ini diakomodasi dalam penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan yang salah satu sumbernya adalah dari hasil Forum SKPD
yang didalamnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat terbawah
yakni forum RW yang kemudian diteruskan sampai dengan musrenbang tingkat kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi adalah unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
menjadi kewenangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai
acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Dy
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Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun,
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya,
dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk
perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD
berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan
utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD
sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja
SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran
pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review
hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada
penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas
yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai
berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan
prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan
prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk
tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di
atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan
utama bagi penyusunan RKPD, RKA SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD.
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Renja sebagai bentuk kajian perencanaan, dalam penyusunannya Dinas PUPR

Kota Cimahi mempertimbangkan berbagai aspek—aspek pendekatan yang digunakan

yaitu :

1.

Pendekatan Politik,
berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.

merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan

Pendekatan Teknokratik, yaitu menciptakan metode dan kerangka ilmiah yang
dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektoral, dan lintas pelaku.
Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan memua pihak berkepentingan terhadap
pembangunan.

Pendekatan dari Atas ke Bawah (7op Down) dan dari Bawah ke Atas (Bottom Up),
yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
Pendekatan Botton Up menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang
memuat sub-sub kegiatan hasil musrenbang dengan warga di Kota Cimahi
sedangkan Pendekatan 7op Down adalah perumusan program dan kegiatan yang
menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Cimahi dalam
melaksanakan fungsinya dalam hal ini perihal pembangunan infrastruktur ke PU-
an.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Alur Tahapan Proses

Penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlihatkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Perumusan Per KDH
Ranc. akhir RKPD
Sakroniast RKPD
= Nasional {_/\1
ﬂ?{m
Persiapan
Penyusunan ; Telazhan Musrenbay yesuaia
R — T i e
informasi a0 Renja-PD i
! ' % | o
M-_‘-/-_‘ b
Analisis Isu-isu penting
Gambaran aan §
> i
= [ I R
Perumusan
T
I program
_ dan Penyempurnaan Pembahasan Renja
; . indikator RenjaPD | SKPD pada Forum
evaluasi pelaksanaan) p
) it ek dana - Seb
P
Kecamatan
Usula,
= =
masyara usrenbang

Sumber : Kementrian Dalam Negeri, 2017

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Renja Perangkat Daerah

diperlukan adanya ketersediaan data dan informasi makro tentang :

15
Z
<

Prinsip dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah:;
Siklus tahunan perencanaan pambangunan daerah;
Data Indikator Makro dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD):
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4.

Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi
Tahun 2022.

Dokumen ini memuat gambaran umum, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai

dengan triwulan IV tahun 202, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di

Dinas PUPR yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sesuai dengan arah
pembangunan pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu “Mewujudkan
Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan

Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”.

Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2022 adalah :

1

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

— - . - P = .
rL{S«"/‘.’ A ’/J’;:é/ :"/L-j‘:" ag 4% K{"r'v AT !75{*/}"\— /L'c:"l' 12 f-v""“ﬂrt'v‘rb f:t AT 4
f 7



Rﬁu\d a 2022
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15

16
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19

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ....);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2016 Nomor 207);

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2021 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...).

1.3. Maksud dan Tujuan
= Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022 adalah sebagai

pemenuhan dokumen wajib SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

tahun selanjutnya dan juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam menyusun

program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan
dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi

Khusus.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022

diantaranya adalah :

Mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas sebagai sub sistem pencapaian
Visi dan Misi Kota.

Mewujudkan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan
komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD);

Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD,
serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber
daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;

Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan
parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam
rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN

1.1

i 537 4

Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas PUPR, proses
penyusunan Renja Dinas PUPR, dan keterkaitannya dengan dokumen
perencanaan lainnya.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Dinas PUPR, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR.

7 =
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1.3.  Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4.  Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi

Renja.

BAB IT EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.  Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi SKPD;

¢. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/global, seperti SPM atau MDGs (Millenium
Development Goals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun
rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:
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a. Proses yang dilakukan yaitu menbandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Subbab ini berisi uraian mengenai:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikatkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, vyaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Subbab ini berisi uraian mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi tahun yang lalu

adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2020 dan realisasi
Renja tahun berjalan sampai dengan semester-I 2021 dalam tabel rekapitulasi fisik dan
keuangan Dinas dan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.1.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020

o .

> - P s b - y
@wuﬂr)- jjt.'-!f‘,«‘,‘/tj_ﬂ!?»r, [t{n\vzfr\ :'//vn- ’ &r-,rf e ,—"A:mrfq 9



Renja 2022

W S [E S | T ol v e v
; ; . = o — O
' . ; w0z w 2197 oy ' iy 5 TEn HONO8E B
' o oo | woows et e vt 6556 w | wloor | oooeszem ] e (L2 L 000 Sw8E N 004 €550 wopn 00T TR g 1000 o | coreesars e 0 |ovnesen vivi VIO
W % oitor | bwoiT e vor vt X | wlot | soesises g o] R vora [ werg BET uorg t | emumes i LB LT RIL e |acmonenre werg o iy
8 ) : £ k2 & EVLINENON KW [SYNKINDOX
¢ > ” " i = 2 o - p— v i WA
N % viior | oooonwest vora v s W | oroot | ooovses v D00y i oosezee ops © | ooses g VOEE ] £ |ooneeers g 000 bt re | ooonsin ver o VNNV NYIGIANA
VY DN LAY
s % vovr | vevaies g v w'en % | oo | seoestia g NI OE L] P t | azprewst vang e O T ey £ |ooworse g 68 Wve e | ocomwrrer vara o W LYY
VAT SV NI A
A1z L wier | vitives e v 86 W | ootoor | moooeead g LT 6 vIzisest vapn ¢ |osvozest o 0009 BT L £ | oooosree e Wt L0 e | ocooxues vepa 0 IV S NN
o _ o 3 o e . . - WECNVL N
ot L] oate | outeiame g vt Wi % | oot | poavanet v OB weTEE uopg i |oowzre v 00 Sy e £ | oowonior e 008 ML et | oooriveee g o bl
ot % wo | owenmny 141 t oot % | oo'es | poaoonue wn wn o W 00000 wn LI i o o | ooooxias i i b
: . . ; o BNV NYIOTAN B
Yo
wow L] [ECH VAT TS R [ e % w0 | MErEs L [0 Ged Tr i) RIS N @ IR e 000608 pn ] WO YOL i 000 w2 2iv o 00D TIET 1 [ NIV D WA
) HYVEREN 1
i
A » o't | avees o' wing 6t ea'en % | oaot | oerowsior e TG [ opg t | oovemew verg 2ot vera i | soEoes verg 0c06t 60 £ | owuietecy g o YAV 18 NV B
YO HYVEVEN
NAKINVDON
wee - o' | 000w wOT i 113 %rEwn % 0’001 | MoR'SETEr varg 000006 11 LO00ITED e i DOOOONTT vy D0CPaET verg 3 BEOE vera 007 04T 55 i 002 TH By e 0 N NVRYLID DAV
VIS VIO DN NSNS
&5'va L] o' | e Tor e vy " ' % | o'or | eeowsoud o ST OTC0E ST worm _ 81T vora (eoro? P o0ens'sEt verg Gor corn o | oooowsr usg oo __z.xaseﬂu_uﬂ_.nwﬁﬂ
oa'at L] oa'oe. | ove e g 3 658 % | olmn | emeoze ey Lyt w0TzEee wpm 1 |oorezen vorq 00ter'es vepa £ | esoeonms varg ooz 408 ts e | ooankenos s o e
3 o t 100 VIV MG TN
NPy oy ueg
i % | e | oy * L] 06 % | W | cowwmTe = TN N HOTICTER % wOE | ez * THTHISE * pate | rawesomort » Laromewe Lo L 001 | yueg anpeBigung wmifsy
A C O R T % oa%or wo'e % | cove | ceritresst * TR 00 Lot % e | e ) T % mTe | soworsant L3 LETUCYE 00 | cotzinosrer L a0t Wrenoms |
v [ I z = e T = Wi cwn |
waw " Wi | ursTRymn L w'es WOTY ® WEr | RN - ELOTEE 0T VIRTON RS % R | Georvareace * BONTOR0E0'T [ or't | osaoress " g e | e e » ‘oot Vg i) Ueapm e ana
L LI ) L Tanieg i L VamEg | % & g L L] Uaie] £ W W W LT ] ] LI W ] W (LT )
| xooLxe/uiap (i T S JOOTXP /Tt =F] Siggagatt L19% L
(10208 iYL 0% z!ﬂ»ﬁi!?:ﬂﬂp (3% 620E MY L {0T0 NN I foroe tinvil il
AN VUASNI NYHYDS Y IEVSTVIH (s 4 WM NVHVODNY 1V (1YY IVNIVAL 10 5HVA 1 HBOS 06  | oo jniee) vawa g fvev
a ey HYD WRLHIY WYTVAYD LY RONIL 0 VOTINIY NV IV YTV NI NYUVDONY VO YIMINIX LIDHVL | YOLLSHIH VLI NDI VIV AV Ty
MYIVACKL VY VTV VST i
wva SYHID QXS WINTY ATV VAVOI NV DNVA G404 NVUYSYS
0707 H3MISIA O/5 NVYNYSIVII 100143d
IHVIAID W LON SNYNY NYYLYNID NYO WNINN NYYREENad SYNIG
THVINIID V1O diA VINIY TISVH 1SVYNvYA3
DROZH: e d ep i) uiad wisay 5B enEng

10




Renja 2022

Wy WP
|_wveet | W 3 WAL % T SRV pedny vy - e
an Aty U T d
vt % | ww | weesvoe wea | g 5 % | ovoor | oowweaooe s |7 | oosemsee vourveog | 0 | oresrer wanged |0 | porrec e vewen |1 | oy i) o Lo uY o |7 fmertes wrneg | v fezoteivs e -s:ﬂd&.ﬂiﬁ”ﬂ. ar
L L] % L Rl ] % L Hw'en * e | oon'movor L] Y | coWLEERY % LA 18 * 0l | coswsossr L3 BLYD | 0OLBETE * WY | ettoewer » QL | IS8 M cor | LEoTHME % or A Wi $
WTRT veyiped
| —_wecwm L A W % W Ubje e e
BNV VAL
w0t | v | oessenvae o v %0 % | woor | coseenm weg | oa | conters veorg L | £ |onveeee uerg v fooeee g 5 |oiesrs wirg 2w [osreneuor uepg e [ooonciasy g o NI VI MOV 61
NV AVNWAR BN LI DN
i
areiy % | v | woeersm L % w0 u | ocftx | oopeeTer W N o o | e o T A v |ooserem L 8l i o5 |wwaremos e 05 Jooo oo e L ._ai..ie&,!.ih i
Wiy e g |
LS L) biwst | worseyosey * o1ueT E ] *® o8 | boviloae % €T | ssr e L3 LLLCIN U ) * oM | coee * ars | o0NIL0E » @ | oo mrere * oor | wedeneyrott L ol | coovseoss * a0t Wnipap i g waiSosg 13
Bumnd gy |
P e
£y M| s | % | s WEW'Z6 % | ww |mowme % | o0 |wceves % oo | weesenor % L081 | poswectig % LR | 0OCBEKETT » E¥ST | oIt *® oar | STINeTERT % |zor | aorweest % 001 Fou g wia Buinpyg unchey dupaigimi| 1
vayawdey
[kl a]
i e
G W [Eer il ) WU ey v R
34 0y NV 0 WWAIBIH
L4 L3 srel | 005I0R'S1 Lo € kL % oo'ior | oan'eiew s 1 ¢l o o UG L] 0 winkrorg o Gty U T o0 aes Uslureog Joos 20 Ustaon ¢ D08 L0 T P " AN L IYTTIVAT N Ml
OGN MNANI
g o A o = = 3 R - e WY
Sy [ it | ooszeren wewnrd | ¢ e % | oot | eesiene muret | v ourog |2 [ 00 warog |0 o s | o o vewwon | 2 | adbowie s | v onzionas o 0N G0 woied | gt T Tveo “
st % | oor |eoveeees uewena | v B % | oot | wawete vewwed [ b | werieor varvieq | 1| poweatot wswron |0 | coooms waeg | ¢ foogarees v [ v | meemee wewraog | er o foaooutt vewrea | v | oozosee e | R bl 5
weps r v - 5 T -l e ot HYHIWD LVXONH
[ % | e |ooesmies v |k e % | wwr | oosseie v | b | sevoace vt | ¢ | dovosee wrooc) 00°5TT'6 wuneg | ¢ foortswer wune) |0 | eoreirer oswreq | v [ood v wureg | 0 | aooosioar veurszg | o Okl e v
WVEHY NN NWD WRONIN
YTV YD N0 Tad
HaL¥E % | w01 | ooweazeos % 1t o' % | | oowmwan % | ww | % et | e % | W | oooscem % | st | oowreaws % | oser | srwwsnmee " ot | corete L) ' | corumteyt % ol [ r—— €
HELWNBNINGS Pvumoud
oy i
G X[ W % Aﬁw-is.iiﬁu.i«.s
o ; ’ ) - - = : A WASOU IS
Wt % wEE | eosGueal g L] %9 % 00 | ooo'ooo'ne Bag B 0000000 R L} o Wg ° 0O0'000°LT g 0 Rowsy L] D000 0% ] (IR L L Raspy a 0000 BT L) 969 L IV NVDNVENIEN B 21
Vivoan
oa'ry % | oz |vosvewent " L W' % | s | sovmoros K| as'e Jooovor » ws |0 * 00 | 0o0o00'er % ve'us % 000 | oogroouos L] oot | ootvesen L] BT | ooovices » cor | munivIvaY sYusvavy t
i NYAYXDNINGH WWIED0t
L] L £l L adiiid ) Ay E) L ) ) g £l L] Umeg L] i g £l L] iy £l L] ) £l [ isnieg £ L] R £l
| ——pooixy/giav TSI LTI TY AT [T ] IS ——T FLs o E b 4 ] = z
150 0 ML s A A et L (slocoz fozoz wrwval 2 b ! ! fozo rwival (8102 Mvevs) I sk ke
QNG VIISHIN NVEVDDHY Y4 e Qdxs L Y O1IWAR 10 BINYA VTV RS WOV NS | (1Y MOHVA QNS VINTH ‘0°S GG MYLVBEN VDO NVHVEVE  ON
1L WYYV IVADRIL YO VRINLY NIV ISYSTTVER YTHEY NVHVD MY HYQ WIWINEY L3ovus
¥ NVIWARLL VIV VDN Y5 ITVa

0ZOT YIAWASIC OfS NVYNVSIYIId J0DIHId

THVIAID V10N ONYNY NYYIVNId NYG NN NYY-EY 3 SYNIKG
IHYIAID WLON dNONIT OdHS YINGH TISWH dVOYHYIL ISYNTVAT

NYVIVNG WY

070¢ une) wediuop mduns yaiseq jeyiualsg ensusy vemdeound uep yeaoe( Eybuesed oy

| O4XE VINTY WIIVE WAV 10 HVAY SNVA e WVHVEYS

POEL- '} TRqRL

11

&

%MWM !’6310\ ’P W/ﬂ-:r-ﬂ'(""‘/ ?-?Vm\-q



.

Rewn|a 2022

"% 1 VIS0 HA) WVHDOW HNUN T (V0 ¥ VAN IYRaand
W0 MR |l 1 WeDGBa) WEOU KGNS V0 NWHVDBNY HVO VAN RVIVAYI VLYY - VAV TVIOL
wiowe % | ww | wrcetsver % e ua'e % | wor |sszosncet % | wore [evocwacos % qu e [ x| et | sevevescs % | = | rezowcest * | e | oewenes I.:._..:_i;..!!h.— _
| |
L x VW ® W N varedes @iy - st
NV
" RELAT w i | C Sk iy ) oS L AT 50 Y i i ' iy ot 5% ted g
ORI £ L TR A Y ArEO ax'se % oes | aoyRa RrRE N e | mee el L TIETOrSeE ot L} BRUAIEBET at SEsWE |aanevie 0 LN R GT EEVROL 994 WS LEL Gy Ao TOP'S0T (HER TEH 0500 % EGEG0T H AN I B SYLIRIVHIY BE
SPvIE % avess | o0 w0esT L] % s = oot | oootistean R & COOELS tr Faxon [ Lt o] o Lo L] L [T pooy n 000 E4Rvol Lol 60 ool easter oy @ foooocion fi ] L4 VLTI ONON KNSRI 11
B % | owor | ooemwwes vy iz wen % | ovoor [ooovrome wey | oot | eoowa st sany o | oooterec wny o oy | osor foowerez ey LI sy | osor osovesese LT I T sy 01 NI NG XA t
NYAYIWAN NV Ny Wi
v % | wum | ool L) nwz w"r'e % | W | oveswese % | s | cowwmmresvr E L 13 W | STTeoNT % oa% | serveoste LY M| YT * oar | wdeaey W | v | esaneoresn % oor NI Y WYIBONS. ]
IR Wi
|__%wan £ e I3 3 Vil iy wiredas aver - wing
oy “ e bl sor 566, % o' | DSERE Y L] 000'0 | oReE0L" 08 w 000 | eo000a'E u 010 | soveer Lzt gy 000 | coteRlwe uy e JosEoRreie wy W0 [550 baotes . EOK'GDT (80 °CINAEIRE i AL U un Rbquas i
0w H | wror % Tt weo's % | o |owseenr % e | osczosion % | oW | pooonz % % | covsertst » e | oot * od's | auwosrey ® L L] WT | LR * oot B [
oo | |
WALzt LI A T L] v [ 2] % | e | merescs % | e |sermesea * 00% | s1eoesror * | e | memeocn » Y| ez % OFT | SA0TLRI00 Ll oot | tetedmcersy | v | reessowe * a0t WA ig Funpen opewy | sduive ey f o)
ahwyBumiy
R 7] =
LS W |H L LR
v w | oose |eweicons o : wa u | oo [owrsona Een £ |uerison il [ L o |eesstsor Wik oerete e Al 0 fwswernan i v |uoneee Lo o | ocnnen L 2 HURTENE ANTOR RO M vt
N NVEYMVEN 3
. " ’ o i sk e o a5 + reig B . : . o " " 5 " 2 FEXOBASNCIX VY
wos “ O 00 B9 'Sow ey " %0 - R CRRIEE ST el " ORI 0 L oeiTe 0 ° OORGIRY ol T (B0 el o L0 IOR Ry ] 058 WOt B L] OO0 EE Y (213 VNI DEN B NVWAVON TIPS k13
s % | 0o Tereps o] 0 e % | vt | oszworsts it (I e it o |osovrvom wn 0 |esemenne w t o |ooswetes i o oo n t oot sworasiien Wy €| ooowxpowss wi B iwaumw_uzzﬁﬂ. 1]
w % | woe |ooreriern wn 9 vBs % | oovor | serwese o ¢ | oo o o | oooseaes wny o |eseaesse ) r |oovess wn o |owwime e r o |maseonee wn » | osvoroes ) ot isu%s_“d,—\nwcxg@ B
Fiking
R el
L= % | oavs | zeoozeers L] o5u8 e % | ww | wewcarr % By | LERS T % e | seounre % 6T | BEroee L3 o't | ece'tons % i | sevemstoTe " oot | scomrsicey # | ower |ooovoaoozie » oor NYAYNONIHIA Wrusoud | umpmumued| ¥
rneq
ammiag
oy
e d
Mimusy ey Junpet
e L T S T % wEs "onw L B T % Y| s % 000 | BTG % (O % o | aisaos * o | ereeices * oor | sosrzey " 096K | eOn0S000ELE % 01 | wuntuug saa) Buaprg sisdey oot ||
uep sugerny
R b o]
L) (ot ) ] £ i £) C0) (e ) L] ] L] [ L) W & Lo ] i ] ) T | W L) Uring W
| woaixefiien itess 3001 XD /11 o1 [T £E60TaT Lo . ) LS H 3
i n
(3 eoe ursiL s ol i ey focoz Nl & i oz wva)
PRy e v WL chnasiow | OV YINR i vS v ta MR WntvLans [ vy Newva ouxsvivm s aans | S0 vy | MLV Jvisond s o
e VWIS HY YO VIHTHIN 18 6 - UL IV YOMIN VSTV 5 15
VIS YAOX DNV NYLVIGA NVO NN QNS W WY X DHVA 3l NVUYEVE
0Z0% YIAW3ISH O/ NYVNVSHVIId 3001414
THVINILD V10X ONYNY NYYLYNTd NYO WNNN NYYIBINID SYNKD
IHVIAID WLON dHONIT OdXS YINIY NSVH dWOVHHILISYMIVAL
0Z0Z unysy ueBuap wdwms yussug) EyBueiy BasuDy sy PLE 1 eluay jad 98} BEnEAT s oG8 - '}'Z jogeL

12

P P&ém?'ﬁm Urnssm don. Pencfacm EW.-;



Renja 2022

01 * ey ]
eleuo) sejypeons)|  (dueie) Seuel
o 0 1] 0 * - 004 = Gueio Buesni yeung | sejypes sey e
(SIS Ty
001 sespesosia)  efeus| urynepy
[} [ ] 0 s . 0gt - Bueio Buen) e ueRUESHRLIY
:-zim
eiebbuaeiuayg
4
[1] 0 ] 0 - z I3 2 Bueio | soquingmy yepwnp |
G e |mynsuoy jdwess |
L LIURETTIEEEE obuus |, usyijeod ]
1] 0 0 0 - - - S Buwso NSV Lepnf esep m_
yrioeg) eiebapy
Bunpegy ueunBueg
I ELLTUL LR (T
+ poanjeAe Bupiciuow 1seneAy
0 9 [} ] 3 = = 8 usumop Uatmiop yenp uep BupojIn
IR RINgEy
esaig
Bunpag) veunfurg
z: 418 uRERLRL A
Hojn yeiupawed | uep ‘uesemeBudy
ugunBueq ‘upunBuequid | Bunpag ueunbug
0 0 u (] z - . = Gunpab B4R YNy ‘UEBURIURIAY | sBuny KR IDIUNOS
T 418 OTNIB | uep gy ueunbueg
z = AR yepewed - pruswaidu vl umjppUely |
usunlueq| Bunpeg ueunBurg U vepRgWag
18N LaA Yepun UEREpUD ‘oY uBRdngEy
06| ‘OEvLumed'Ng YEIORC) LEAEIAN WG [BPUoY P Yepuusad
o 8e 6t (13 Bunpafi ununlueq elepss) "B uejiquauag | (P Bunpag usunbueg Bunpeg wEEQ Bjo) YeNLELEY Bunpab sejpueny uep
%000 _| %000 %000 | %00'0 My Ouek My yepn m._1 ueunbueg vimuuac %000 _| %000 %00'0 | %000 | wis | %e0'60 | %080 E: L) A
- S 5 z 5
I L) ueyw) emog|
k . . | mmypadp
unyey Oued vepqual|  uejRqUISE ey
oci bt N Lo
3 ;
'
uepegual Uainyop yepuinf umeque
%004 - [ . . : I . usInOp \ 030 Yepnr umjuBBusy
W00 - ] - - 5 5 . -
' Ld VeUw Bmag
€90 £0'0 : ssudiopun
o] usunbueguied
unyey Buvfury
L upy b 1
Uawnyop UoWnjop yepung
OF | meyedp Buek umjep
%05 %S oL o o ol [ ol sen (el SRR YEwng | ujny uRRimgRGe
- . - . 005 005 : - 000+
‘weeujep Bupjuey
00t 00k . . 007 © JEOjon seny,
[ [ E . el wieygedp Euek
w ueyef R yepuny
Zh zL # - w #Z ! unsmmeiuod
sen BUIIOP e | uelep Bpag
%00} ». gL = = ¥ a1 ] usinyop @1 | 030 yepune UBRIRLYSSL
. O - - T T - - 1 ueHieqe)p Busk |
e sun yepung
I - - - | uesemedued
s USUNOP LNy smpuURIS Ninuap
%001 . L =, = - 3 = usimop | : 030 yejuin UB[E URIBGO|AC]
- = Twor - 401 T Renmniip
Buek uepl seny
¥Z - sen 82 Reamsip Buek umEquE R
S0l umequis] jsej0 Psipuoy Keaing:
2 ! 1m0y uep
%001 - 2 4 . = = z - “ovRuwp 'ue] Joba|
SUULOW W SIS
€ w00l
e - - - uRp ‘edRujep uepf | moyuaiEdngey]
inlin) Urippened uBjep uRpEr ejoy uej| ey uejef ued
uawnHop umiode| saflay 4 | sy %0926 | %08'26 HOB'TH | HOSTA | WLE'ES | %00'EH | %0626 | %05'26 TeRuU) GRS E oG whupexBuapy
EF | 13 [ [ [ z [l § ¥ Z 3
aE_nE._.Z_.E 2;._._-_;._._ LESY __E. zl_a..c._-a.—__:u wemes | efieunt ampu) | wemiBey ang L] z....-__-z._.a»_...._. zE_-E._-E._.E. z.ﬁ_ez._-z.__-ﬁ oftoun JoRAIPUI wmpRin
weiBog
%) VIHANIY NYIVdvD ISYSITVaY 1304vL NYLVIOaN (%) YPHAND NVIVdYD ISVSTIVAY PR IONYL SIDULYULS NVHVSYS

ONVNY NVV.LYNId NVO WNWN NYYraayad sYNIg
Z0Z WL 118 | NVINMIBL VIH3NIM ISHY YNYONIY ISYNTYATS ONIYOLINOW
11 URINAMUL "R'S 18YY BUBIUSY ABUC '} Z IBgBL

13

Prinas Pa/cm}nan Urnirrn don Pencifaom, fa.wme



»

Rewnja 2022

URBUFG
-Buspunsag Wesarq) joibuesay
) uepemeBaday
Wos HSL 06 HGE b (] | BRSHEIR08 YRiLIn© (SRS Ry
QS URIB|SWA;
TR RN
1 i usueng|  ueBuenay ueiodey
ueBuena| vesade)| URUNSNAUSY
WOS WSE %08 ST € € € [ uarop VBOP T URp ERUIPIOTY
TeINS e L Y
uefivenay umiodey
Z ueBueney Lesodey URUNSNALIYY
%S %8L 05 BT 3 L uBnNap UBWM{Op LeuIng uBp [BRURIDY
yuaeg
bL ! el uriekegwed NSY uebuefun ] | jesBuieg urluenoy
WS RGE HOF BST [4 13 ¥ [4 uepng VRN Wi | uep fen ueepefuld SRS [Py
€ TURIGdE| GeiaEq niiueied
WG WG WG TGl - uetmjop UAUNKOP YRUINF elaupy e
— | (d wniog
umuedtus efuag
i Il 1 £ umsupcuemd|  yemeq moiueid|  yeaeg jofutieg
uaLuniop Yene useueauaid | wlieupy senjend iy Ednquy 19100n) LEsEURSHEOW
3 3 uejeBay Z: uniebbun upimiag | Uep d|  yeweeq i umep QNS uBSEUPaY
oS G %05 HeT UBLmIOp: UBLUMIOR e {uny :!Snicnh.— ‘uveiRouaRd | ursni) Burjunuay | %08 %G %09 %GT KOOI %Gl [ %aT whweoue
0oL 004 : jswspeisos)
wpesad yeung
0 8 ] ] ¥Z ! Buen ed|  Bueny
Buwso
%08 %92 %05 TBZ Wo | ueseyEguad yeing rseups00y |
L
I uprnu umeruewed
winy unpeBausd| Bueny
uep unqipaued | umeeuag Bueplg
BN YERUNP | Wt e EBous|
£ € £ € (A% uBp uEaRIBUIY
uswreiop | Asuow
KOG FoST %G HGT uRjng vepng yepnf URP [SEUPIOTY
Bowiy | oy e ednguy
9z : unulued ureeued Gueplg yueeg
unjote e uup Jjuesuisig uep| Buuny usisewe
fupr Juasuj 4 abuoy
wa
%05 RS %05 RST i ] @ ] AN uBneRwed yepunp URD [BEURIO0Y UBP [BUURIB0Y
Wy eRONGu |
yuisrg
| unyejes woep Burny usEeUTWE |
NUYLNIG wepp
HO0'0 ...Ja.p:ba.n %000 %000 b weeps HEp UkipEnag [BULLIOJ) WO IS UBP [SRURIG0Y
€
€ T |
URp (5 RuIpIoay
veoduy yejun U gy
€0 HINY | HL¥Y ueunsnfudg
[ umsode; |sRsuONUlS UTP 1BESONUIG |
%0005 | %00'6Z %00°06 | %00'6Z ey 1BRUIRIGOY YRjLnE uep _un:ﬁ.__onE
€ €1 MELY wppmaEdngey
uep yrioeq Aueny
1SRUIPIOSH YRUN® [ AULY mel
€ W | £ ALY i
W00'05 | HOD'ST %0005 | %O0'5Z ursode) UBLINOp YEpwng uep SRUPIOTY usp [sEUPIOTY
"
!:-.a:ha Buepig
Uiy
I uep usyeliqay
%00'0 | %00'0 %000 %000 3 - ney © WES|RBOD YBLNG |3ES|RISIG|
- ) 1| vexdee)p Due
ALY Uee{iay
ustuniop yepnp Bueny ueejeusy
1 umidejepp Huek | ueeuesiu ExbuR
2 HLNY ueiefigey wejep umpeigey
0004 | %00'0E %0004 | %00'0€ usunjop usiunsiop epnp uedepudy
-—DEﬁNMMm
HiHy
uedejoung unp
ISENEAT] [SERNSUON
| @ Majaeap DUk | (suneag muiegs
ULYY umiefiqoy ueniniasied
%00'001 | %0000 Y%00'008 | %00'001 3 uinop URHUTHOP Wepung | UREURSN e
ANULH moyuajedngy
uedijausg urp| (HLuy) Bueny
[SERRAZ] (SRNSLOY | BIEL Ul RURdUSY
‘lsenjeas ‘sueqng vep (AHLY) Burn eq0) uyEfigay Buen ejey
L ALY umiEfe | unningassed | yedeja Bueny ey Bueny ueejeus depeusa) veunbusquied | up wuroual depeyis)
%00'001 | %D0'G01 %00'001 | %00'00% I UBUINHOP USWRHOp YeRun; uTeUES{EfRd | BUFSUSY URde|suy %0008 | %00'GT %08'Le | %sz'io | %ze i
[ 13 zi i (13 [J [] z ] 5 ¥ z
zz.n_..:.-_ L _ 1L zz._-;.; 1M % 7T T _ 1 L _ I M i | wnws | ofisupsoeypu | ueeiGoy ang usrein zz._!.:_ ...»4 1 z)._._-..:_ ™ _ ML | mm | mas | ame | M | ebeuy owespu e
k] welold
{%) VPHANK NYIVAYD ISYSIvay 130MVL NYLVIOIN %) YruaNDl NYIVdYD ISVSITVaY P8 130UVL SIDALVHLE NVUVSYS

14

Drines P&/fx&!fﬂm Urnsrn don Pemcillacm ;F‘:?W,?



REWjA 2022

Z) - Buepnb|
Zk WAOS UBING Yujng|
k efuujeueunBueg
[3 Jojuey deRiey|ewed| uep Jojuy)
uenfialued| Bunpes mejigeysy
W05 WL %06 HeT uenq LRing yejwne (URRIBy oS
uebunde
neje (euasiads)|
SRUIQ URRIBPUSY
£l weugadip | eugpas uep ‘yefid |Uemae] UByRWpaWOY
Buek jpuomwiado uREIRY Ly uesnin Buefunued
UmIEpuR; | whelg URRIEY W] yrioeq NN
B0G KT %05 %GE 3 € < € ueng vepng yepune | eser Bumseg |
zl
 Jamy ueysieqe Jopiy
wof urepaiued wnuwiy ueveKejed
%05 RGT %05 %6T [ € < € uenq ueing yenr | eser uvepakuag
%
LIS U [SUnWOY | qUISH] uep iy =AY
von| UREPaAUSH | IBqUING 1S e uNLSY|
DS ST 05 WEE £ £ € € ueq ueng yepwng | eser ueepakudd
Bl imnAusi URJBEQ URyRIUPSWRY
18NS ueepaiusd wnfuay eing | uesun Buelinueg
%08 0T %05 KT € £ < € uenq ueing yewenr | esep uuepakusd | weup urepakueg
OGS
zh 1SENSU)| LEp
BRURIO0Y [Bulse) | |SEURIOO)Y Jediy
%05 %5 %05 WET € 3 € € uepg ueing yepunr |
urBuepun-Buspuni g
2 uminjeiad URINjRiSg
uwp UreoRq UBYRG uep ueeoeq
%08 H5E %05 HET £ € € € uepq | ukepeéued yeng | ueyeq usepakuad
Z) UeepuebBuad|  ueepusbbuag |
uep umjwad Gunieq uBp UBNEID
%05 W8T %05 HET 3 € € € uepq | ueepeduad yepng | Buiieg ukepakuag
TF BR[Oy AReioT |
%05 HoST %05 ST € € € € ueng vesmafuad yeng | usyeq usepakusd
Jojey Ledeyiuapag
T LY uep ueeieidg | yiaeq iiueieg
%05 WEE %06 RET £ £ < € venq | ueegedued yepnp uREpakURd | WA RSILPY
3 i3 3 [ [} L] I § ¥ Z T
:..;._.453.. LS LL S NS _‘IE; nmL _ (LI AmL _ mmL _ sy “ ImL uenieg | elieuny tomppy unmBey qng wmpin .el._._-s.—_ mL _ ML EE._-E._ ML _ 1ML ML | ommy ML 1ML ulioupy JORMPUY uepin
83
1%) WIHAND NVIVAYD 1SYSNYIY 130uUvL NYLWIOAN {%) WIuaNIN NVIVdYD 1SVETVAM P8 1BOHYL SIDALYHLS NVHVSYS

15



Renja 2022

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab
a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang

mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

Faktor penyebab keberhasilan dari masing-masing bidang antara lain :

Bidang Tata Ruang :

= Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang
Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan DAS
Citarum

= Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang

= Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Stake Holder lainnya yang
terkait Perencanaan, Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang

Bidang Bina Marga :

= Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

= Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

= Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan

= Bertanggung jawab Atas Pekerjaan

= Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan

= Melakukan rapat persiapan sebelum dilaksanakannya pekerjaan

= Melakukan Monev terhadap semua pekerjaan

=  Teamwork yang solid

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2020 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi

anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa

faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

Bidang Tata Ruang :

= Kegiatan sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak dilakasanakan
dikarenakan kondisi pandemi.

= Penyusunan RDTR disesuaikan dengan revisi RTRW.

Pemeliharaan Si-Tarung refocusing menjadi Rp 50.000.000,-

Bidang Bina Marga :

= Pembebasan Lahan

= Anggaran yang Tidak Mencukupi

* Kegiatan Pembangunan jalan, Pembangunan Underpass / Fly Over Sriwijaya
belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub, Ijin Kemenhub terbit
pada tanggal 23 Desember 2019.
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Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

= Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas
pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama.

= Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi belum bisa dilaksanakan

dikarenakan kondisi sedang Pandemi Covid-19.

2.1.2. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi

pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka

dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Terkait pembebasan lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2021, makan akan diundur ke tahun anggaran selanjutnya. Pelaksanaan
pembangunan pun dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang
terbatas. Lalu sehubungan kegiatan Pembangunan Underpass yang berdampak
pada terhambatnya akses warga khususnya pejalan kaki, atas permintaan warga
maka akan dibangun Jembatan Penyebrangan Orang di JI. Sriwijaya.

b. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan para pihak terkait dengan
perencana intern tingkat kota baik itu Bappeda, Bagian Aministrasi Pembangunan
Setda, dan BPKAD selaku pengelola aset dan anggaran kota.

c. Penyusunan materi teknis RDTR tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan
perubahan materi evaluasi RTRW kota Cimahi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Laju pertumbuhan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat
serta perkembangan Kota Cimahi yang semakin pesat, berdampak langsung terhadap
kondisi daya tampung dan daya dukung infrastruktur yang ada. Saat ini dibutuhkan
infrastruktur yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga sudah
menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur tersebut.

Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat
mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas
infrastruktur yang dibangun dan tersedia, karena kualitas infrastruktur dirasakan
masyarakat dari seluruh golongan, dimana keberhasilan dalam membangunan
infrastruktur akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata
masyarakatnya. Dalam peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi,
tentunya Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik dan memenuhi
persyaratan standar minimal pelayanan, dalam hal ini salah satunya melalui
pembangunan Underpass.

Underpass adalah tembusan di bawah sesuatu terutama bagian dari jalan atau
jalan rel atau jalan bagi pejalan kaki. Beberapa ahli teknik sipil mendefinisikan

2
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underpass sebagai sebuah tembusan di bawah permukaan yang memiliki panjang
kurang dari 0.1 mil atau 1.60934 km. Biasanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan
(umumnya mobil atau kereta api) maupun para pejalan kaki atau pengendara sepeda.
Underpass memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah memperbaiki geometrik jalan
sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara bermotor atau
pejalan kaki.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik
akan melaksanakan Pembangunan Underpass Sriwijaya sebagai salah satu fasilitas

penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis
yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan pada pasal 24 berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada PP No. 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa SPM Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi :

a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas
kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Yang berarti penerapan sesuai dengan pembentukan SOTK di Kota Cimahi, SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cimahi bukan merupakan tupoksi Dinas
PUPR melainkan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota
Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang Mal Pelayanan
Publik Mal, Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang,
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jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan
terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah/swasta dala rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah,
terjangkau, aman, dan nyaman.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki
kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang
professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu
memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggungjawab, kewenangan dan
menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di
Indonesia termasuk Kota Cimahi, harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-
baiknya dengan standar minimal.

Pelayan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat

mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas
layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari
semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangunan kinerja pelayanan publik
secara professional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif
Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan pelayanan publik
khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana
yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek
pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik
sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang masuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan
dasar yaitu sarana prasarana dan penataan ruang. Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang
jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini
mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Indikator bidang
penataan ruang terdiri dari Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah
perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan
HPL/HGB. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah
bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR
Kota Cimahi.
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Tabel 2.2 - Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi

Renja 2022

NO. SASARAN INDIKATOR REALISASI TARGET KET.
STRATEGIS KINERJA TAHUN RENSTRA
2020 2020
1 | Meningkatnya Tingkat kemantapan 94% S4%
kemantapan jalan jalan kota (%)
kota
2 | Meningkatkan Persentase gedung 1,02% 2,08%
kualitas dan pemerintah yang
kuantitas gedung memiliki sertifikat
pemerintah kota laik fungsi
3 | Meningkatnya Persentase 61,2% 61%
kepatuhan terhadap | kesesuaian
rencana rinci tata pembangunan
ruang terhadap kebijakan
rencana tata ruang

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam
pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang
berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal
yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk
isu-isu strategis maupun indikator kerja utama.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review
pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja
pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, faktor yang menggagalkan
terserapnya anggaran merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan instansi
diluar kedinasan, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada
pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan
dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan dan hambatan dalam
pelaksanaannya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Cimahi, dimana berdasarkan Visi ke-2 Kota
Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik” dan Visi ke-4 yaitu “Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan
Masyarakat yang Berkeadilan”, maka Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas
PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu
memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan

kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka
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menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian
kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah
dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada
umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada
masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan
atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian
optimalisasi pada pelayanan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Cimahi. Adapun isu
yang tetap dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2022 berdasarkan
permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil musrenbang tingkat lurah sampai tingkat kota menjadi skala

prioritas penanganan masalah.
2. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Sosialisasi terhadap warga perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan, dampak
negatif selama proses pelaksanaan dan manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.

4, Memberikan stimulan-stimulan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam
pembangunan juga dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun.

5. Pengalokasian anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan.

6. Mencari peluang dengan koordinasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat
dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat yang belum terealisasi.

7. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum optimal menjadi acuan pembangunan
di daelah.

9. Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
bidang penataan ruang.

10. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan
pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk
menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

12. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna
meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik
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dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang.

13. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga
keserasian antar daerah dan antar tingkatan RTRW serta Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
14. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian.
15. Menyelaraskan sistem perizinan pemanfaatan ruang menggunakan OSS-RBA,
KKPR, dan SIMBG.
16. Penyesuaian terhadap UUCK dan aturan turunannya.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sesuai dengan yang tertuang pada RPIMD Kota Cimahi 2017-2022 dan Rancangan
Awal RKPD tahun 2021 bahwa Indikator Sasaran tingkat kota yang menjadi tanggung
jawab Dinas PUPR adalah sebagai berikut :
Pada Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang amanah, profesional,
efektif, efisien, dan ekonomis berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
Tabel 2.4.1 — Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran | Tahun 2022
Target
MISI 2 :
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif,
efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
Meningkatkan Tata Meningkatnya akuntabilitas | SAKIP B
Kelola Pemerintah kinerja pemerintah daerah
Daerah
Meningkatnya Kualitas Nilai LPPD Tinggi
Pengelolaan Pemerintahan
Daerah
Optimalnya tata kelola Opini BPK WTP
keuangan dan barang milik
daerah
Meningkatnya Indeks Profesionalitas | 62
profesionalitas aparatur ASN
Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan 83,2
Pelayanan Publik Masyarakat
Meningkatnya kualitas Indeks Sistem 3,19
Pelayanan Publik Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

Untuk sasaran ini dilakukan oleh beberapa SKPD secara bersama-sama, Dinas PUPR

Kota Cimahi melaksanakan bagian peran dalam hal fisik infrastruktur gedung

pemerintah kota baik dalam hal pembangunan maupun rehabilitasinya.
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Pada Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.4.2 — Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran | Tahun 2022

Target

MISI 4 :

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan
kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Meningkatkan Meningkatnya tingkat Tingkat Pelayanan C
keselamatan dan keselamatan dan Jalan / Level of
kenyamanan kenyamanan transportasi Service (LOS)

transportasi

2.5.

Sama halnya dengan sasaran yang sebelumnya, untuk mencapai sasaran ini pun
pelaksananya tidak hanya Dinas PUPR tetapi juga ada peranan Dinas Perhubungan
Kota Cimahi. Adapun peranan Dinas PUPR Kota Cimahi adalah merencanakan,
melaksanakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan
jembatan sehingga berfungsi sebagai penambah kapasitas jalan yang diharapkan dapat
mengurai kepadatan lalu lintas kota.

Selain kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menambah kapasitas jalan,
Dinas PUPR Kota Cimahi melalui Bidang Bina Marga mempunyai kegiatan rutin tahunan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk meningkatkan dan atau menjaga kontinuitas
tingkat kemantapan jalan yang menjadi indikator penting penunjang Level of Service
(LoS).

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi
penataan ruang di lapangan.

2. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan
penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan
pengembangan kawasan.

3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di
daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor,
antarwilayah, dan antarpelaku.

4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
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5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan)

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah
Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan
ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan
dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

Ruang Kota Cimahi merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan
sebesar 4.025 Ha yang terdiri atas 3 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu
dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang
meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di
dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam
pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya
untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan
ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan,

rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan
pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain
AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup,
mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan
program.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari
terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana
dan/ atau program prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan  sudah
dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk
menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam
artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles,
dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam
menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif
terhadap lingkungan.
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Berikut dilampirkan usulan dari masyarakat yakni tabel hasil musyawarah warga
tingkat kecamatan (muscam) yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota
Cimahi.

Dari sekian banyak usulan tentu pelaksanaan akan menyesuaikan dengan
kemampuan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah kota yang diperuntukkan
alokasinya untuk penanganan tersebut yang pada Dinas PUPR terdapat dalam
Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.

Tabel 2.5 — Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2022
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus
merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat
membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat
sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam
mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan
pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap
kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan
peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari
presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor
fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna
mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar
masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan,
kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal
Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber
daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan
ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas
guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik
nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus
pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat
untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
‘infrastruktur untuk semua’.
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4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan
pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi
manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang
efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini
memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai
bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan
pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka
pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus
sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat
diwujudkan tujuan bernegara.

Arah kebijakan nasional yang termaktub dalam RPIJMN 2020-2024 adalah
“"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai
wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, yaitu :

Visi : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Misi :

- Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan
kekuatan sendiri.

- Maju :  Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

- Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik

antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Penyusunan RPJMD Kota Cimahi memperhatikan RPIJMN sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dilakukan

melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan

program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakanm umum,
serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-
bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan

kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah Kota Cimahi.

Kebijakan nasional terkait DPUPR dijabarkan dalam renstra kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Terkait Penataan Ruang dalam arahan kebijakan dan strategi Kementerian
ATR/BPN antara lain Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan
untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia
daripinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi,
pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar,

disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada
penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan
ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil
Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan
kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan
dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN.

Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen
Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang,
juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya
agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang
adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:
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a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara
melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan
pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

peraturan perundang-undangan.

b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan uang belum dapat dilakukan secara optimal,
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum
ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus,
dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai
penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbakef) yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan
tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh
karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar
tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka
menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi
gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar perumusan prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah
bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan
pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023
difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangkamenengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”

'a!‘fn—(—'——} ',"Df.&é-a'/t;g,ﬁw., L’{m-um‘.- ﬂ’;ﬁ,n -,"D,:,n(;f:ba".. :;u-f-w-t—g 30



Renjd 2022

g S = = — — S — ————

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, makaditetapkan
beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi JawaBarat Tahun 2018-
2023, yaitu:

1.  Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui
PeningkatanPeran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia
danProduktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui
Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat
yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital
danKolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan
Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada
nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan
menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun
2018-2023, meliputi:

Relijius — Bahagia — Adil — Inovatif — Kolaboratif

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah
Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk
WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten
Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan
Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus
pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura,
industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan
perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang
berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan high tech.
Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga
ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki
fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan
keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang
berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut
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(mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan
pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus
disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah
strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan Ahigh tech tetapi di sisi
lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang
Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan

seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi

Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota "MEWUJUDKAN CIMAHI BARU,

MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA", dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak
Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional,
Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang
Pro Publik.

3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang
berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan
industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  berwawasan lingkungan
meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara
berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah

khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota

2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah
kota

3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang
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Tujuan disusunnya Renja adalah menjabarkan Renstra sehingga diharapkan
akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan
penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan
Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR 2017-2022 dan penyesuaian tambahan
belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan, telah
dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru untuk
mengurai padat lalu lintas kota.

2. Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan demi kenyamanan dan
keselamatan masyarakat.

Mewujudkan pembangunan/peningkatan infrastruktur kantor pemerintahan.

4. Terpeliharanya bangunan milik pemerintah kota sebagai wujud pemeliharaan
aset kota.

5. Meningkatkan kompetensi jasa konstruksi di tingkat kota dengan melakukan
pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku jasa
konstruksi.

6. Tercapainya bangunan-bangunan yang layak melalui pengawasan dan
pengendalian bangunan di seluruh wilayah kota.

7. Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan RTRW melalui pengendalian
pemanfaatan ruang kota beserta pengawasannya serta sosialisasi terhadap
masyarakat dan pelaku usaha.

8. Tercapainya pelaksanaan tujuan kedinasan dengan fasilitasi kegiatan
kesekretariatan yang memadai.

9. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui
forum SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna
mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program
merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari
suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas
dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program
dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak
ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai
bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang
digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.
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Berikut tabel

keselarasan tujuan dengan program dan kegiatan yang

direncanakan Dinas PUPR Kota Cimahi pada tahun 2022 :

Tabel 3.1 Tujuan 1 :

Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota

Sasaran / Indikator
Kerja Utama

Indikator
Sasaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

2

3

5

Meningkatnya
kenyamanan
pengguna jalan
kota

Meningkatnya
kemantapan jalan
kota

Tingkat
kemantapan
jalan kota (%)

(Panjang jalan kota dalam

kondisi baik / Panjang

seluruh jalan kota) x 100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Leger Jalan

Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Pelebaran Jalan Menuju Standar

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pembangunan Underpass

Pemeliharaan Berkala Jembatan

Tabel 3.2 Tujuan 2 :

bangunan.

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Indikator
Sasaran

Formulasi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

3

5

Meningkatnya
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
bangunan

Meningkatkan
|kualitas dan kuantitas
gedung pemerintah
kota

Bangunan
pemerintah kota
dalam kondisi
baik (%)

dalam kondisi baik /

100%

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian IMB dan SLF Pangunan

Penyelenggaraan Penerbitan IMB,
SLF, peran TABG, Pendataan
Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

(Bangunan pemerintah kota

Seluruh pemerintah kota) x

Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Penyelenggarann Pelatihan Tenagn
Terampil Kemstruksi

Penyiapan Training Need
Assessment (TNA) Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi

Penyiapan
Instruktur/ Asesor/Penyelenggara
Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga

Terampil Konstruksi
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Tabel 3.3 Tujuan 3 : Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana
tata ruang.

Sasaran / Indikator Indikator

Tujuan Kerja Utama e Formulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1 2 3 4 5
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsul tasi
Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam
rangka Pelaksanaan Penataan
Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Kesesuaian Bidang Penataan Ruang

(e lone yang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
didirikan sesuai RTRW /

kesesuaian Meningkatnya pembangunan
pembangunan kepatuhan terhadap d:enjgan e N (e R Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan rencana tata [rencana tata ruang rind tata ruang 100% Penyusunan RTRW
ruang (%) Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sistem Informasi Penataan Ruang
Koordinast dan Stnkronisasi Pengendalian
Pemanfantan Ruang Dagralt
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberian [nsentif dan Disinsentif]
Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penertiban dan Penegakan
Hukum Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan
Ruang
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Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan : Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam
melaksanakan pekerjaan.

Sasaran / Indikator Indikator

Tujuan Keria Ut P— Formulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

1 2 3 4 5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanann, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Adnmnistrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Kepegmwaian Perangkat
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Adnnnistrast Umum Perangkat Daerah

Terpenuhinya P Penyediaan Peralatan dan
Lancarnya kebutuhanSKPD  |Capeian fisik dan |0 o crapan anggaran /

pagu anggaran dinas) x
dalam melaksanakan |keuangan (%) 100%

pekerjaan

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

operasional
kedinasan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediann Jasa Penunjang Urusan
Pemeriniahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahuan, kedudukan tahun rencana
(Renja Dinas PUPR Tahun 2022) yang direncanakan di dalam RPIMD Kota Cimahi Tahun
2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Adapun hasil rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2022 dan
Prakiraan Maju Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (https://sipd.kemendagri.go.id/) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
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